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Abstract: Consideration Of Judge In Religious Court Of Curup On Permitting The Polygamy Of Husband Who Do Not Eligible 
For Polygamy In According To Indonesia’s Positive Law. Religious Court in its task of giving a decision on the application for 
polygamy, guided by the rules, namely Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975 and the Compilation of Islamic 
Law. Examples of cases that occurred in 2013 in case No. 142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP.and Case Number: 542 / Pdt.G / 2013 / PA 
CRP. This paper is discussing a review of Islamic law against the decision of the permission for polygamy who do not eligible, 
consideration of the judge in deciding the permission of polygamy and the power of law permits polygamy who are not eligible. 
This type of research is normative empirical, and data analysis with qualitative methods. Collecting data using techniques of 
documentation, interviews and observation. The results of this study indicate first, in Islamic law, the decision on case number 
142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP and case number 542 / Pdt.G / 2013 / PA CRP were determined by a panel of judges have compatibility 
with the context of ijtihad, and the results of its legal can be carried out without shutting down the previous law. The result of this 
decision is a form to fill a legal vacuum. Then, the Religious Court judges of Curup perform legal breakthrough (contralegem), 
because it does not apply Article 4 (2) of Law No. 1 of 1974 in the examination of the case. So the legal reasoning used by the 
judge in deciding the case number 142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP and case number 542 / Pdt.G / 2013 / PA CRP is weak because it 
does not correspond to the reasons for the permissibility of polygamy in the legislation.
Keywords: consideration of the judge, the Religious Courts, permits polygamy.
Abstrak: Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami 
Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, 
berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2013 dengan Nomor perkara 142/Pdt.G/2013/PA 
Crp. dan perkara Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA Crp. Permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap putusan izin 
poligami yang tidak memenuhi syarat, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dan kekuatan 
hukum izin poligami yang tidak memenuhi syarat. Jenis penelitian ini ialah normatif empiris, dan analisis data dengan metode 
kualitatif.Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
pertama, secara hukum Islam, keputusan perkara nomor 142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp 
yang ditetapkan oleh majelis hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad, dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan 
tanpa mematikan hukum terdahulu. Hasil keputusan ini merupakan bentuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian, majelis 
hakim Pengadilan Agama Curup melakukan penerobosan hukum (contralegem), karena tidak menerapkan Pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pemeriksaan perkara tersebut. Jadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh 
hakim dalam memutuskan perkara nomor 142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp lemah karena 
tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami dalam peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: pertimbangan hakim, Pengadilan Agama, izin poligami. 
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Pendahuluan
Poligami telah banyak didiskusikan kembali 
oleh berbagai pihak, baik yang menyetujui di-
per bolehkannya secara mutlak, maupun yang 
menyetujui dengan persyaratan yang diperketat 
dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 yang disebut Undang-Undang Perkawinan 
(UUP).Undang-Undang tersebut mengatur tentang 
asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita 
hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan 
karena hukum dan agama yang mengizinkannya, 
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seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. 
Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak 
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila 
memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan 
oleh pengadilan.1
Hukum Islam maupun Undang-undang 
mem bolehkan adanya poligami yang bersifat 
memberatkan dan tidak gampang untuk dapat 
dipenuhi oleh pelaku poligami. Persyaratan-per-
syaratan tersebut adalah bertujuan untuk mengatur 
tertibnya poligami, supaya poligami tidak dilakukan 
secara sewenang-wenang. Pengadilan Agama 
sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam 
menetapkan hukum yang berlaku berdasarkan 
hukum positif yang ada di Indonesia dan secara 
khusus (lex spesialisde rogat) adalah hukum 
Islam sebagai hukum materilnya yang diambil 
dari Al-quran, Hadis dan paradigm berpikir fiqh 
empat mazhab dan secara formil dituangkan 
dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang peradilan Agama dan Inpres Nomor 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Alasan-alasan berpoligami yang dapat diterima 
oleh Pengadilan Agama di antaranya adalah 
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai seorang isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit 
yang tidak bisa disembuhkan.
3. Isteri tidak bisa melahirkan atau mandul.2
Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 4 ayat(1), untuk dapat meng-
ajukan permohonan izin poligami tersebut ke 
pengadilan, maka harus memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana berikut:3
1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu 
menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri 
dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga me-
nyebutkan sebagaimana diatur pada Pasal 57 
1 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta:Haji Mas 
Agung.1993), h.10.
2 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: 
Arkola, 2013), h. 196
3 Undang-Undang Perkawinan …, h.124
dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih 
dari seorang apabila: 
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai isteri 
2. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit 
yang tidak dapat disembuhkan. 
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan 
Agama Curup di mana para pihak yang berperkara 
meng ajukan permohonan poligaminya tidak 
sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk 
me lakukan poligami dalam Undang-Undang. 
Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 
2013 dengan Nomor perkara 142/Pdt.G/2013/PA 
Crp. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan 
permohonan poligami dengan alasan Pemohon 
dan telah menjalin hubungan sudah lebih 
kurang 2 tahun bahkan sudah melakukan 
hubungan biologis danterlanjur menghamili 
calon isteri keduanya, sedangkan calon isterinya 
tersebut meminta pertanggung jawaban atas 
perbuatannya. Begitu juga pada kasus dengan 
Nomor perkara 542/Pdt.G/2013/PA Crp. Dalam 
kasus ini pihak suami mengajukan permohonan 
poligaminya dengan alasan sudah menjalin 
hubungan dengan wanita lain dan sudah berjanji 
akan me nikahi isteri keduanya. Sedangkan 
pernikahannya dengan isteri pertama baru ber-
langsung selama 2 bulan. Berdasar kenyataan 
keadaan isteri pertama dari Pemohon, tidak 
diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan 
perizinan poligami sebagaimana diatur dalam 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 57.Putusan hakim terhadap izin 
poligami pada kasus-kasus poligami yang tidak 
sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut 
akan membuka peluang poligami lainnya karena 
pemohon akan mendapatkan legalitas untuk 
berpoligami walaupun tidak memenuhi syarat. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 
maka pokok permasalahan yang perlu diteliti 
adalah:
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
putusan izin poligami yang tidak memenuhi 
syarat?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam me-
mutuskan permohonan izin poligami dan 
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kekuatan hukum izin poligami terhadap suami 
yang tidak sesuai ketentuan hukum positif ?
Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
normatif, yaitu penelitian hukum,4 dengan 
melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang 
berlaku yang berkaitan izin poligami perkaraNo. 
142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan No.542/Pdt.G/ 013/
Pa.Crp. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji 
bahan-bahan hukum dalam bentuk buku, karya 
tulis, artikel yang terkait dengan penelitian ini.
Penelitian mengenai analisis putusan hakim 
terhadap izin poligami, peneliti meng gunakan tipe 
penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan 
penelitian hukum ini ber tujuan untuk meneliti 
mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum 
tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan 
yang memberikan suatu terhadap penilaian 
terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu 
penilaian yang bersifat etis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan pe-
nelitian hukum guna mendapatkan berbagai aspek 
me ngenai isu yang sedang dicoba untuk di cari 
jawabannya.5. Penelitian hukum mengenal beberapa 
pendekatan yang digunakan untuk meng kaji setiap 
permasalahan yaitu pendekatan undangan (statute 
approach),6 yaitu pendekatan yang dilakukan 
dengan menelaah undang-undang dan aturan-aturan 
yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 
diteliti. Kedua pendekatan kasus (caseapproach), 
pendekatan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang 
sedang diteliti yang telah menjadi putusan hakim 
yang telah berkekuatan hukum tetap.7
Penelitian ini menitikberatkan studi ke-
pustakaan, maka bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.8
Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik:
4 Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum 
Normatif, Suatu Tinjaun Singkat, (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 
1995,) h. 13
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke 6 
(Jakarta: Bumi Angkasa, 2002) h. 93
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7, (Jakarta: 
Kencana, 2011), h. 93.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,… h. 94. 
8 Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, 
Cet. 1, (Yogyakrta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 78. 
a. Dokumentasi
 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 
data yang tidak langsung ditunjukkan kepada 
subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan 
menjadi dokumen primer, jika dokumen ini 
ditulis oleh orang yang langsung mengalami 
suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika 
peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang 
selanjutnya ditulis oleh orang ini.9
  Dokumentasi yang hendak dikumpulkan 
dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen, 
berkas perkara yang berupa pertimbangan-
per timbangan hukum yang dilakukan oleh 
Hakim sehingga izin poligami dikabulkan oleh 
Pengadilan Agama Curup.Dalam penelitian 
ini data diambil dokumen berupa putusan 
pengadilan atas izin poligami pada tahun 
2013 di Pengadilan Agama Curup sebanyak 
dua putusan, diantaranya adalah: putusan 
No. 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan No.542/Pdt.G/ 
013/Pa.Crp
b. Wawancara
 Metode ini dipakai untuk menjaring data 
yang berhubungan dengan proses pekara izin 
poligami di Pengadilan Agama Curup. Dalam 
hal ini peneliti melaksanakan wawancara.
Wawancara langsung yang dilakukan kepada 
pihak informan dengan berpedoman pada 
daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 
peneliti.Penulis memilih metode ini karena:
1) Informan penelitian hanya tertentu saja 
(sesuai kompetensi);
2) Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya;
3) Agar wawancara lebih menarik dan santai 
dalam pelaksanaannya.
 Penentuan informan pada penelitian ini dengan 
metode purposive, yaitu informan di tentukan 
sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan 
logis dan ilmiah seperti karena pengalaman, 
jabatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.10 
Adapun wawancara ini akan ditujukan kepada 
Hakim yang pernah memutuskanperkara No. 
142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan perkara No.542/
Pdt.G/ 013/Pa.Crp di Pengadilan Agama Curup, 
Panitera Pengganti dan Hakim di Pengadilan 
9 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: 
Penerbit Rosda Karya, 1995), h. 70-71
10 Herawan Sauni, dkk, Buku Pedoman Penulisan Tugas 
Akhir, (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2008)
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Agama Curup yang berkompeten dalam 
permasalahan ini.
c. Observasi
 Teknik observasi dilakukan dengan mengamati 
langsung objek penelitian.Teknik ini digunakan 
untuk mendapatkan gambaran umum tentang 
permasalahan yang diteliti dilokasi penelitian.
Dimana peneliti mengamati penetapan hakim 
dalam putusan perkara izin poligami, serta 
mengamati prosedur hasil putusan tersebut.
Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan 
teknik analisis data secara kualitatif, data yang 
disajikan dalam bentuk uraian naratif (tidak dalam 
bentuk angka-angka). 
Penelitian ini menggunakan penelitian Content 
Analysis yaitu penelitian yang memanfaatkan 
seperangkat prosedur untuk me narik kesimpulan 
yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.11 
Pembahasan didasarkan pada teori, perundang-
undangan, dokumen, jurnal hukum, laporan hasil 
penelitian serta referensi yang relevan. Penelitian 
ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh 
gambaran fakta atau gejala tertentu dan 
menganalisisnya secara deduktif yuridis kualitatif.
Keadilan dan Penemuan Hukum
Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisi-
kan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan 
oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan 
dalam hukum tersebut merupakan proses yang 
dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya 
ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-
kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum 
tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.12
Keadilan dalam bahasa Arab adalah al-
‘adl, ia memiliki muatan makna yang sangat 
komprehensif, dibanding dengan beberapa kata 
yang memiliki kesepadanan kata dengannya, 
seperti: qisth, qashd, mîzân, wasath, qawwâm, 
dan hishsh, sedangkan antitesis keadilan yang 
paling representatif adalah zhulm, dhalâl dan 
inhirâf. ‘adl meliputi persamaan dalam material, 
kemanusiaan, dihadapan hukum dan undang-
undang, kebenaran dan kejujuran lisan atau 
perkataan, dan tebusan; 2) al-qishd mengandung 
11 Weber dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode 
Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Renika 
Cipta, 2005), h. 13.
12 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, 
(Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.
makna d isteribusi secara adil; 3) al-qashd 
terdapat penguatan akan kejujuran dan kelurusan, 
kesederhanaan, berhemat, dan keberaniaan. 
Sedangkan yang perlu untuk di negasikan 
dalam teori dan tindakan keadilan adalah: 
distorsi, keraguan dan syirik dalam term al-‘adl; 
penyimpangan dalam al-qistd; dan keraguan 
antara adil dan penyimpangan dalam term al-
qashd.Dalam Islam, upaya membentuk keadilan 
sosial, pada akhir titik puncaknya (untimate goal) 
adalah untuk mencapai kesejahteraan (falâh) 
pada sosial masyarakat itu sendiri. Titik kuncinya 
adalah mewujudkan falâh (kesejahteraan).
 Poligami didefinisikan sebagai perkawinan 
seorang suami dengan isteri lebih dari seorang 
dengan batasan maksimal empat orang isteri 
dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini di-
dasarkan pada surat al-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:
ﮋ     ﮊ    ﮉ   ﮈ   ﮇ   ﮆ   ﮅ   ﮄ 
ﮔ  ﮓﮒ  ﮑ  ﮐ  ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ 
ﮟ  ﮞ  ﮝﮜ  ﮛ  ﮚ  ﮙ  ﮘ    ﮗ   ﮖ  ﮕ 
ﮡ   ﮠ 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa [4]: 3)
Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami 
yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup 
berat dan sulit dengan salah satunya harus 
berlaku adil. Para ulama bersepakat bahwa 
defenisi adil terhadap para isteri adalah tidak 
zalim (berat sebelah) dalam berlaku baik dan 
memenuhi semua hak-hak mereka, yaitu dalam 
menggilir dan semua jenis nafkah lahir, baik 
makan, minum, pakaian maupun tempat tinggal. 
Sedangkan keadilan dalam hal-hal yang berada di 
luar kendali suami atau di luar kesanggupannya, 
seperti rasa cinta dan kecenderungan hati, itu 
bukan menjadi keawajiban. 
Menurut Ibrahim Hosen, sifat adil yang me-
rupakan syarat dalam berpoligami hendaklah 
dimiliki oleh suami, terlepas apakah sifat adil itu 
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merupakan syarat kebolehan untuk melakukan 
poligami ataukah hanya berupa kewajiban atas 
suami setelah ia melakukan poligami. Dalam 
pe nelitiannya, tidak ada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan 
adil di sini ialah adil secara lahir, yakni keadilan 
yang dapat dilakukan manusia seperti adil 
dalam masalah tempat tinggal, pakaian, giliran, 
dan sebagainya, bukan adil secara batin seperti 
kecenderungan hati kepada salah seorang isteri.13 
Hal itu disebabkan adil secara batin tidak dapat 
disanggupi manusia, ini bisa diketahui dari surat 
An-Nisa’ ayat 129: 
ﭺﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶ    ﭵ  ﭴ   ﭳ  ﭲ 
ﮁﮀ   ﭿ        ﭾ   ﭽ   ﭼ   ﭻ 
ﮉ  ﮈ  ﮇ   ﮆ  ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ 
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
ber laku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun 
kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa’[4]: 129)
Keadilan menurut pandangan Aristoteles di-
bagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan 
“disteributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan 
disteributief ialah keadilan yang memberikan 
kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. 
Keadilan commutatief memberikan sama banyak-
nya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 
prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan 
tukar menukar barang dan jasa.14
Banyak teori-teori keadilan dari tokoh Islam, salah 
satunya yaitu Sayyid Quthub yakni yang menggagas 
teori tentang “keadilan sosial”. Dalam bukunya Al-
‘Adalah al-Ijtima‘iyyah fi al-Islam (Keadilan Sosial 
dalam Islam), Quthub tidak menafsirkan Islam 
sebagai sistem moralitas yang usang. Tetapi, ia 
adalah kekuatan sosial dan politik konkret di 
seluruh dunia Muslim. Sayyid Quthub menyatakan 
tidak adanya alasan untuk memisahkan Islam 
dengan perwujudan-perwujudan yang berbeda 
dari masyarakat dan politik.
13 Toha Andiko, Fiqih Kontemporer, (Bogor: IPB Press, 2014), 
h. 147-148.
14 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1996), Cet. ke-26, h. 11-12.
Pemikiran Quthub tentang keadilan sosial 
dalam Islam dilatar belakangi oleh pandangan-
nya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu 
didasar kan pada pandangan Barat yang sekular, 
di mana agama hanya bertugas untuk pendidikan 
kesadaran dan penyucian jiwa, sementara hukum-
hukum temporal dan sekular lah yang bertugas 
menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan 
manusia. Islam itu tidak demikian, kata Quthub: 
“... kita tidak mempunyai dasar untuk me-
ngukuhkan permusuhan antara Islam dan 
perjuangan untuk keadilan sosial, seperti 
permusuhan yang ada antara Kristen dan 
Komunisme. Karena Islam telah menyiapkan 
prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan 
mengukuhkan klaim orang miskin pada 
kekayaan orang kaya; ia menyediakan 
prinsip keadilan bagi kekuasaan dan uang, 
sehingga tidak ada perlunya untuk membius 
pemikiran manusia dan mengajak mereka 
untuk meninggalkan hak-hak bumi mereka 
untuk tujuan harapan mereka di akhirat.15 
Apa yang diformulasikan Quthub adalah 
gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat 
kewahyuan. Yaitu bahwa umat Islam harus 
mengambil konstruksi moral keadilan sosial 
dari Alquran yang telah diterjemahkan secara 
konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad 
saw dan para sahabatnya. Menurutnya, tradisi 
kenabian ini selalu muncul dari zaman ke zaman 
betapapun banyaknya rintangan yang membuat 
tenggelamnya tradisi ini.
Menurut Quthub, keadilan sosial dalam Islam 
mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan 
yang harmoni. Islam memandang manusia 
sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian 
dari harmoni yang lebih luas dari alam raya 
di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam 
menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan 
manusia, individu dan kelompok, masalah 
ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam 
kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan 
kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia 
menjamin kehidupan minimum bagi setiap 
orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak 
mengharapkan kesamaan kekayaan.
Demikian halnya dalam perkawinan poligami, 
kewajiban untuk memelihara dan memberikan 
15 Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan 
Lampung…, h. 20.
46 | QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016
keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-
anak nya adalah tanggungan suami yang telah 
melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri 
yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami 
harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah 
lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus 
berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari 
masing-masing isteri, yang merupakan salah satu 
syarat dalam melaksanakan poligami.
Poligami tidak dapat ditutup pintunya, tetapi 
dapat dipersempit dan diperkecil angka bilangan 
jumlah pelaku poligami dengan syarat yang dibuat 
dalam akad pernikahan, yang kemanfaatannya 
kembali kepada wanita. Misalnya, pihak calon 
isteri mensyaratkan ia tidak poligami. Ibrahim 
Hosen memilih pendapat imam Ahmad, Auza’i, 
dan Abu Ishak yang menyatakan bahwa syarat 
tersebut hukumnya sah dan kewajiban suami 
memenuhinya. Jika tidak dipenuhi, pihak wanita 
berhak mem-fasakh akad nikahnya.
Berkaitan dengan keadilan yang bersifat lahiriah, 
kiranya tidak harus penilaiannya setelah terjadi nya 
poligami, sebab keadilan seorang suami yang akan 
poligami itu bisa juga dinilai sifat adilnya melalui 
indikasi-indikasi lain sebelum terjadinya poligami. 
Hal itu dapat terlihat dari keadilannya dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya sehari-hari 
terhadap isteri yang pertama, konsistensinya dalam 
menjalankan perintah dan menjauhi larangan 
Tuhan, kepatuhannya terhadap aturan-aturan 
yang disepakati bersama, dan kedisiplinannya 
dalam bekerja, serta tanggung jawabnya terhadap 
keluarga secara umum dan orang-orang yang 
dalam tanggungannya.16
Sedangkan teori penemuan hukum, dimaksud-
kan untuk mewujudkan pengembangan hukum 
secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan 
hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-
situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam 
peristilahan hukum berkenaan dengan dengan 
pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), 
konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa 
hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pem-
berian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-
penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. 
Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan 
16 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer…, h.155. 
penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-
pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang 
terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan 
hukum berkenaan dengan hal menemukan 
penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban 
berdasarkan kaidah-kaidah hukum. 
Penemuan hukum, menurut Sudikno 
Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses 
pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-
petugas hukum lainnya yang diberi tugas me-
laksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa 
hukum konkret atau merupakan konkretisasi dan 
individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang 
bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret 
(das sein) tertentu. Pada pokoknya, penemuan 
hukum yang dilakukan oleh hakim berawal 
dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan 
kepada hakim untuk diputuskan, sehingga sudah 
seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi 
keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan.17
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Izin 
Poligami Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Crpdan 
Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp
Masalah Poligami terdapat “Maslahat Mulaghah” 
yaitu seorang yang berpoligami mem punyai 
kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan 
keluarganya daripada ia monogamy. Akan tetapi 
banyak pula terjadi kemudharatan bagi diri, rumah 
tangga dan keluarga bila melakukan poligami.18
Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan 
dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa di-
lakukan oleh individu (suami) secara mandiri, 
karena subjektivitas akan mendominasi diri-
nya. Karena itu, diperlukan orang atau lembaga 
tertetu untuk mempertimbangkannya. Orang atau 
lembaga yang berwenang mempertimbangkan hal 
tersebut adalah hakim atau pengadilan, setelah 
melalui proses persidangan dan perembukan, 
menyimpulkan member izin atau tidak member 
izin kepada suami yang akan berpoligami. Seorang 
suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan 
bila kemaslahatan yang timbul lebih dominan 
bila berpoligami, seperti mampu member nafkah 
17 Iis Mardeli, Penemuan Hukum Persfektif Hukum 
Progresif, diakses dari situs: https://iismardeli30aia.wordpress.
com/2013/12/10/penemuan-hukum-dalam-perspektif-hukum-
progresif/, pada tanggal 26 Mei 2015
18 Supardi Mursalin, Menolak Poligami; Studi Tentang 
Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. (Jogjakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), h. 38.
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kepada istri-istri dan ana-anaknya, sanggup ber-
laku adil dan hal-hal lain yang mendukung untuk 
itu. Sebaliknya, bila kemudharatan yang akan 
timbul, hakim tidak akan mengeluarkan izin 
poligami. Izin poligami, menurut Ibrahim Hosen, 
tidak diatur dalam Hukum Islam, jadi hukumnya 
mubah. Mubah itu bisa jadi wajib atau haram 
tergantung dari penguasa atau Negara. Penguasa 
punya peranan membentuk Hukum Islam.19
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 
aturan tentang izin poligami dalam beberapa 
pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Undang-Undang ini, kata H.M. Rasjidi, adalah 
hasil ijtihat umat islam Indonesia. Ia merupakan 
pengembangan pemahaman tentang hukum Islam 
mengenai perkawinan di Indonesia. Perundang-
Undangan adalah salah satu bentuk ijtihad di 
abad modern. Quraish Shihab menyatakan bahwa 
aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Perkawinan mengikat seluruh anggota masyarakat. 
Undang-Undang itu harus dilaksnakaan, sebab 
kalau tidak diikuti, akan terjadi kekacauan.20
Keharusan warga Negara untuk mentaati 
peraturan Perundang-Undangan yang dibuat 
oleh pemerintah antara lain berdasarkan firman 
Allah Swt: 
ﯽ    ﯼ   ﯻ   ﯺ   ﯹ   ﯸ   ﯷ   ﯶ   ﯵ 
ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ       ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ   ﰁ  ﰀ  ﯿﯾ 
ﰒ   ﰑ   ﰐ   ﰏ   ﰎﰍ   ﰌ   ﰋ   ﰊ 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya”.(QS. Al-Nisa [4]: 59)
Berdasarkan uraian di atas, bisa digaris 
bawahi bahwa izin poligami pada dasarnya 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diber-
lakukannya izin poligami tidak lain adalah sebagai 
upaya untuk mencapai semangat hukum/ajaran 
Islam dalam masalah keluarga.21
Pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah 
terkunci rapat-rapat. Sebab tidak tertutup ke-
19 Supardi Mursalin, Menolak Poligami…, h. 39
20 Supardi Mursalin, Menolak Poligami…, h. 40 
21 Supardi Mursalin, Menolak Poligami…, h. 42
mungkinan ada maslahah yang besar di balik 
poligami. Bisa jadi mashlahah yang ditimbulkan 
lebih besar dari kekhawatiran adanya mafsadah. 
Syekh Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa 
yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga 
mawaddah wa rahmah bila suami hanya memiliki 
satu isteri. Monogami merupakan jalan yang paling 
mulus untuk membentuk keluarga sakinah. Namun 
ketika ada ‘kerikil’ yang menghalanginya, pada 
satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan 
karena itu merupakan jalan yang lebih mashlahah. 
Misalnya, ketika sang isteri tidak dapat memberi 
keturunan, sementara suami sangat mendambakan 
seorang keturunan untuk meneruskan ‘dinastinya’. 
Atau si isteri adalah wanita frigid, sementara suami 
adalah laki-laki yang ‘perkasa’. Dalam kasus-kasus 
seperti ini tidak ada alasan untuk melarang suami 
melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami 
tentu lebih mashlahah ketimbang menceraikan 
isteri apalagi sampai harus ‘jajan’ di luar.22
Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya 
merupakan solusi ketika tujuan perkawinan 
sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak dapat 
dijadikan sebagai ajang mengumbar hawa nafsu, 
apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Pada 
saat nabi mempraktikkan poligami, meskipun 
dengan segala kelemahannya, Allah Swt tetap 
memberikan dukungan dan motivasi. Sudah 
tentu tujuan beliau bukanlah untuk mengumbar 
birahi hawa nafsu seks. Akan tetapi ada tujuan 
kemaslahatan yang diharapkan. Dengan 
demikian, asalkan ada tujuan kemaslahatan, di 
samping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah 
tangga terpenuhi, tidak sampai menimbulkan 
terlantarnya isteri tertua, dan juga anak-anaknya, 
maka poligami bisa ‘diamini’. 
Sebagaimana diketahui dalam keterangan di 
atas, bahwa seorang hakim dalam mengadili dan 
menyelesaikan perkara, hendaklah ia mempunyai 
dasar serta pertimbangan, apakah perkara 
tersebut masuk dalam wewenangnya atau tidak. 
Dalam hal poligami, Islam telah membenarkan 
adanya poligami tersebut disertai dengan syarat-
syarat yang tidak mudah. Dalam kenyataannya 
di masyarakat, praktik poligami banyak yang 
menyimpang dari aturan Islam dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
22 Abu Yazid, Fiqih Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap 
Wacana Hukum Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005), h. 354.
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Perkara poligami di Pengadilan Agama Curup, 
di mana pemohon mengajukan permohonan 
untuk menikah lagi dengan perempuan lain, 
di mana perempuan tersebut telah hamil, dan 
pada kasus lainnya karena sudah berjanji untuk 
menikahinya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab 
terhadap calon istrinya yang sedang hamil, maka 
pemohon mengajukan permohonan izin poligami. 
Pengadilan Agama Curup dalam memberikan 
izin poligami didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan ter hadap bahaya yang ditimbulkan 
apabila tidak diberi izin poligami dan manfaat 
yang diambil apabila permohonannya ditolak. 
Jika pengadilan tidak memberikan izin poligami 
kepada suami, maka perempuan tersebut selalu 
dilanda keresahan yang dapat mempengaruhi 
kesehatan janin yang dikandungnya, dia merasa 
berkewajiban untuk melindungi kehidupan 
manusia sejak janin, dan perlindungan ini tidak 
hanya secara medis tapi juga secara hukum. 
Begitu juga dengan status anak yang dilahirkan, 
meskipun dalam undang-undang disebutkan 
bahwa status anak tersebut tetap anak mereka 
berdua, tapi akan menjadi beban moral tersendiri 
bagi sang anak apabila dia tidak mempunyai 
seorang ayah semenjak kecil.
Pendapat majelis hakim yang memilih memberi 
izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan 
seorang perempuan dalam keadaan hamil 2 bulan, 
akan jauh lebih baik dan bermanfaat untuk sebuah 
perlindungan serta kepastian hukum, ini tentunya 
sudah sesuai dengan syariat Islam.
Mengenai perkara apakah diizinkan atau 
tidak diizinkannya pemohon untuk berpoligami, 
menurut penulis keduanya mengandung resiko. 
Karena itu, apabila ada dua pilihan yang me-
ngandung resiko, maka menurut kaidah ushul 
fiqh yang dipilih ialah yang resiko (madharahnya) 
paling ringan:
ارضر  امهظعا  عيور  ناتدسفم  ضراعت  اذا 
اهفخا  باكتراب
“Jika terdapat dua perkara yang membahayakan 
dan tidak ada jalan yang menghindari kedua-
duanya, maka harus diperhatikan mana yang 
lebih besar madharahnya, dengan dikerjakan 
yang lebih ringan madharahnya”.23
Oleh sebab itu, putusan majelis hakim dalam 
23 Imam Masbukin, Qawaid al-Fiqhiyah, h.76
memberi izin poligami kepada pemohon dengan 
pertimbangan-pertimbangan hukum seperti yang 
tersebut di atas sudah tepat dan benar, karena 
sudah memilih masalah yang resikonya paling 
ringan dan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku serta hukum Islam.
Kembali kepada permasalahan penelitian, 
jika ditelaah lebih lanjut, kasus tersebut memang 
sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis 
Hakim tidak memberikan izin poligami, maka 
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diingin-
kan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi 
bahaya yang dapat menghancurkan biduk rumah 
tangga Pemohon dengan isterinya yang sah dan 
peluang perbuatan dosa besar antara Pemohon 
dengan calon isteri keduanya karena perzinaan 
dilarang oleh Islam. Di sisi lain, jika Majelis Hakim 
memberikan izin poligami, maka akan butuh waktu 
bagi isteri pertama dari Pemohon untuk menerima 
kenyataan pahit akibat dikhianati oleh suami meski 
mau menerima suaminya berpoligami.
Situasi tersebut secara tidak langsung telah 
berada pada posisi darurat. Disebut darurat 
karena terdapat kemungkinan timbulnya 
kekhawatiran-kekhawatiran kerusakan terkait 
dengan keputusan yang akan ditetapkan oleh 
Majelis Hakim. Kekhawatiran kerusakan yang 
pertama adalah rusaknya rumah tangga akibat 
perselingkuhan. Kekhawatiran kerusakan yang 
kedua adalah kerusakan keimanan akibat 
perzinaan antara Pemohon dengan calon isteri 
kedua. Kekhawatiran kerusakan yang terakhir 
adalah timbulnya sakit hati isteri pertama jika 
terjadi poligami.
Kesulitan yang dialami oleh Majelis Hakim 
tidak hanya terbatas pada rumitnya perkara 
yang dihadapi, tetapi juga dari segi landasan 
hukum pertimbangan. Sebabnya tidak lain adalah 
tidak adanya dalil naqli yang berkaitan dengan 
alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon. 
Namun Islam bukanlah agama yang memberikan 
kesulitan bagi umatnya. Hal ini telah dijanjikan 
oleh Allah dalam sebuah firman-Nya: 
ﮱﮰ   ﮯ    ﮮ   ﮭ    ﮬ    ﮫ   ﮪ 
“…Dan tidaklah Allah jadikan bagimu dalam 
agama suatu kesulitan...” (Q.S. al-Hajj [22]: 78).
Kesulitan yang dimaksud tidak terbatas dan 
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, 
termasuk dalam aspek hukum. Implementasi 
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dari fleksibilitas Islam dalam merespons suatu 
masalah dalam bidang hukum termaktub dalam 
salah satu prinsip dalam syari’at Islam berikut ini:
نامزلاايرغتب  مكحلاايرغت
“Ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan 
berubah nya masa”24
Maksud dari prinsip di atas adalah bahwa 
ketentuan dan ketetapan hukum dalam Islam 
dapat mempunyai sifat fleksibel. Artinya, hukum 
dapat mengalami perubahan apabila memang 
keadaan menentukan demikian dan demi 
menghindari kemadlaratan bagi umat manusia. 
Begitu pula manakala pemilihan ketentuan 
hukum dihadapkan pada dua atau lebih pilihan 
seperti yang menjadi perkara dalam putusan ini. 
Paling tidak ada tiga kekhawatiran yang akan 
muncul dari perkara perizinan poligami. Ketiga 
kekhawatiran tersebut adalah kekhawatiran 
kerusakan iman, kekhawatiran kerusakan rumah 
tangga, dan kekhawatiran sakit hati.
Kekhawatiran akan timbulnya sakit hati dari 
isteri pertama akibat “pengkhianatan” yang 
dilakukan oleh Pemohon menurut penulis sedikit 
dapat teratasi dengan adanya penerimaan isteri 
pertama terhadap poligami yang dilakukan oleh 
Pemohon. Meski demikian, bukan tidak mungkin 
peluang sakit hati isteri pertama akan kembali 
muncul manakala suami (Pemohon) tidak dapat 
menunjukkan sikap adil dalam melayani dan 
mengayomi kedua isterinya. Jadi pada dasar-
nya, untuk menanggulangi kekhawatiran akan 
timbulnya sakit hati kuncinya terletak pada 
sikap adil yang harus ditunjukkan oleh suami 
(Pemohon) kepada kedua isteri, terutama isteri 
pertama yang telah disakiti hatinya.
Apabila Pemohon (suami) tidak dapat berlaku 
adil, maka tidak hanya berpeluang untuk me-
munculkan sakit hati dari isteri pertama saja namun 
juga dapat berpeluang memunculkan keretakan 
hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi 
karena salah satu imbas dari sakit hati adalah 
munculnya keinginan isteri untuk bercerai atau 
minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami. Indikasi 
ini telah ditunjukkan oleh isteri pertama yang pada 
awal mulanya lebih memilih untuk diceraikan 
daripada suaminya tersebut memiliki isteri lagi. 
24 Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam 
Studi Banding dengan Hukum Positif, terj. Said Agil Hussain 
al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli Nazhariyah 
al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadh’i, 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 51.
Kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga 
sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara 
tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan 
sikap adil yang harus ditunjukkan oleh Pemohon 
(suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya 
kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang 
untuk berbuat zina antara Pemohon dengan 
calon isteri kedua.
Terlebih lagi di antara keduanya (Pemohon 
dengan calon isteri kedua) telah terjalin 
hubungan yang dilakukan oleh Pemohon tanpa 
seizin dari isteri pertamanya. Jadi apabila izin 
untuk melakukan poligami tidak diberikan, 
dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan zina 
sebagaimana “telah dilakukan” oleh Pemohon 
sebelum mengajukan permohonan izin poligami. 
Selain berefek kepada peluang munculnya per-
zinaan, tidak diberikannya izin untuk ber poligami 
juga akan menimbulkan dampak kecurigaan isteri 
pertama kepada suaminya (Pemohon) manakala 
Pemohon pulang terlambat atau ada acara di luar 
jadwal kerjanya. Jadi kerusakan iman tidak hanya 
terhenti pada adanya peluang zina semata namun 
juga mencakup adanya kerusakan iman akibat 
adanya buruk sangka isteri kepada suaminya 
(Pemohon).
Menurut penulis, jika hanya dengan alasan 
karena adanya perjanjian, bisa jadi izin yang 
diminta tidak akan diberikan karena tidak adanya 
kesesuaian dengan dasar yang dapat menjadikan 
seseorang berpoligami. Jadi izin tersebut selain 
sebagai legalitas poligami, juga berfungsi sebagai 
“sarana” untuk menjauhkan Pemohon dan calon 
isteri kedua (sebagai umat Islam) dari perbuatan 
zina; sebuah perbuatan yang sangat dilarang 
oleh Allah Swt.
Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, 
dengan memilih mafsadat yang paling besar 
peluang madlaratnya, menurut penulis, juga 




شلا  دصق  نارضر  وأ  ناّش  ضراعت  اذإ 
يّشرلا  مظعأو  نيرّضلا
“Apabila dihadapkan pada dua keburukan atau 
dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka 
syara’ memilih menghindari salah satu yang 
terberat dari keduanya.”.25
25 Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat… h. 348.
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Meskipun sedikit merugikan pihak isteri 
pertama, pilihan untuk memberikan izin poligami 
tersebut secara otomatis akan menghilangkan 
kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin 
poligami. Ijtihad ini, dengan cara menyandarkan 
pada perbandingan alasan dan kemudian memilih 
mana yang paling baik, juga dikenal dengan 
ijtihad bentuk tarjih.26
Hasil keputusan yang ditetapkan oleh Majelis 
Hakim merupakan bentuk mengisi kekosongan 
hukum. Maksud dari mengisi kekosongan hukum 
adalah bahwa secara perundang-undangan 
perihal permohonan izin poligami diperbolehkan 
dan telah diatur dengan ketentuan tertentu; 
sedangkan untuk ketentuan yang sifatnya 
insindental belum ada tata aturannya. 
Perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan, 
permohonan izin poligami yang dilakukan oleh 
Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-
undangan karena ada ketentuan tentang ke-
bolehan mengajukan permohonan izin poligami 
tersebut. Namun jika mengacu pada syarat yang 
harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-
sebab yang mendasari permohonan izin poligami 
tidak sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. Ini karena tidak ada satupun perundang-
undangan yang mengatur sebab poligami yang 
sesuai dengan perkara dalam kasus ini. Keadaan 
inilah yang menurut penulis dapat disejajarkan 
dengan istilah kekosongan hukum. Dalam istilah 
lain, perkara ini dalam aspek hukum formil 
sudah ada ketentuan perundang-undangan 
yang mengaturnya terkait dengan kebolehan 
memohon izin poligami. Namun dalam aspek 
hukum materiil, belum ada ketentuan perundang-
undangan yang sesuai dengan perkara yang 
disidangkan. Karena belum adanya sumber 
hukum yang sesuai, maka diperbolehkan mencari 
jalan untuk menentukan hukumnya.27
Proses penentuan hukum ini termasuk jenis 
ijtihad parsial (ijtihad masa’il).28 Jadi, dari tinjauan 
hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh 
Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan 
26 M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul 
dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem 
Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.109-110.
27 Pengisian kekosongan hukum juga dikenal dengan istilah 
analogi atau qiyas. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam M. Daud 
Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 378.
28 M. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum…, h. 108.
konteks ijtihad dan kaidah hukum Islam dan hasil 
hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan 
hukum terdahulu. Disebut sesuai karena dalam 
ijtihad, karena dalam ijtihad meskipun terjadi 
kesalahan dalam hasil maupun proses, mujtahid 
tetap mendapatkan pahala.
Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Izin 
Poligami Di Pengadilan Agama Curup Perkara 
Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara 
Nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Crp
Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang 
pria hanya boleh menikah (beristeri) dengan 
seorang wanita, begitu juga sebaliknya.Tetapi 
tidak menutup kemungkinan bahwa seorang 
laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih 
dari seorang wanita (poligami).
Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih 
dari seorang wajib mengajukan permohonan 
secara tertulis di sertai dengan alasan-alasan yang 
dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 
1975. Permohonan tersebut diajukan kepada 
pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya 
dengan membawa kutipan Akta Nikah yang ter-
dahulu dan surat izin yang diperlukan. 
Pengadilan Agama kemudian memeriksa 
hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 
PP Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama 
dalam melakukan pemeriksaaan harus me-
manggil dan mendengar keterangan isteri 
yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 42 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975. Izin 
poligami merupakan salah satu syarat untuk 
melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. 
Seorang yang masih terikat oleh tali perkawinan 
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali 
setelah adanya izin pengadilan (pasal 9 Undang-
Undang Perkawinan). Seseorang yang tidak 
mempunyai izin dari pengadilan untuk kawin 
lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya 
karena perkawinan tersebut tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Selanjutnya bila suatu perkawinan poligami 
dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan, 
maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh 
pengadilan (Pasal 15 dan 24 Undang-Undang 
Perkawinan).29
29 Supardi Mursalin, Menolak Poligami…, h. 34
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Berdasarkan, penjelasan di atas bahwa dalam 
perkara nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara 
nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp, dimana Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Curup dalam memutus 
perkara tersebut telah melakukan penerobosan 
dan mengenyampingkan (contralegem) ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu demi 
keadilan dan kemaslahatan (asas manfaat). 
Pemeriksaan pada tersebut diketahui 
bahwa sanya alasan yang dijadikan dasar 
pada Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.CrpCrpadalah 
Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon 
sudah menjalin hubungan lebih kurang 2 tahun 
bahkan sudah sampai kepada hubungan biologis 
sehingga calon istri kedua Pemohon tersebut 
sudah hamil 2 bulan dan Pemohon berjanji untuk 
menikahinya. Sedangkan alasan yang dijadikan 
dasar pada Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2013/
PA.Crp adalah Pemohon hendak menikah lagi 
(Poligami) dengan calon istri ke dua tersebut 
adalah karena sebelumnya Pemohon sudah 
berjanji akan menikahi calon istri kedua. Alasan 
yang dijadikan pertimbangan hakim tersebut 
tidaklah tertuang dalam pasal-pasal perkara yang 
diputuskan, yakni karena alasan calon isteri 
kedua hamil dan alasan perjanjian. 
Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim 
untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk 
melakukan poligami dengan calon isteri keduanya 
tidak lain karena hamil 2 bulan dan Pemohon 
berjanji untuk menikahinya. Hakim di sini me-
ngabulkan izin poligami walaupun bila ditelaah 
Pemohon tidak memiliki kekuatan finansial dalam 
memberikan nafkah keluarganya apabila dilihat 
dari segi penghasilan dan pekerjaannya. Oleh 
sebab itu, menurut penulis, keputusan Majelis 
Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan 
atau menghilangkan mudharat akibat hubungan 
yang sudah terlalu jauh yang terjalin antara 
Pemohon dengan calon isteri kedua.
Analisis Putusan Perkara Nomor: 142/
Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara Nomor: 542/
Pdt.G/2013/PA.Crp Perspektif Hukum Positif 
dan Kekuatan Hukumnya
Kalau dilihat dari susunan setiap putusan 
pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang 
tersusun secara kronoligis dan saling kait-mengait 
satu sama lain yaitu:
1. Kepala putusan
 Bagian kepala putusan yang pertama adalah 
tulisan “PUTUSAN” selanjutnya dilanjutkan 
dengan dengan nomor perkara dan dilanjutkan 
dengan kalimat “Bismillahirahmannirrahim” 
sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-
undang nomor 7 tahun 1989.
  Kemudian dilanjutkan dengan kalimat 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009. 
2. Identitas para pihak.
 Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam 
putusan yaitu nama, umur, pekerjaan, 
tempat kediaman, serta kududukan sebagai 
pihak (Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/ 
Termohon) atau kuasanya.30
3. Duduknya perkara atau tentang kejadiannya.
 Pasal 195 ayat (1) dan (2) R.Bg mengemukakan 
bahwa:
a. Keputusan hakim harus memuat secara 
singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut 
serta jawabannya, begitu pula tentang 
dasar-dasar keputusan itu dan apa yang 
dimaksud dengan pasal 7 RO dan akhirnya 
putusan pengadilan negeri mengenai gugatan 
pokok nya serta biayanya mengenai para 
pihak mana yang hadir pada waktu siding 
diputuskan 
b. Keputusan yang didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan yang pasti harus 
menyebutkan peraturan-peraturan itu.
 Jadi, setiap putusan Pengadilan dalam perkara 
perdata harus memuat secara ringkas tentang 
gugatan dan jawaban Tergugat secara ringkas 
dan jelas. Selain itu dalam surat putusan 
juga harus dimuat secara jelas tentang alasan 
dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, biaya-
biaya perkara atau hadir atau tidaknya para 
pihak yang berperkara pada waktu putusan 
tersebut diucapkan. Muatan yang harus ada 
dalam bagian duduk perkaranya adalah:
1) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2) Jawaban atau tanggapan para pihak.
30 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di 
Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Al- Hikmah, 2000), h. 174
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3) Fakta-fakta kejadian dalam persidangan.31
4. Tentang pertimbangan hukum.
 Putusan Hakim juga harus memberikan 
pertimbangan hukum terhadap perkara yang 
disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya 
dimulai dengan kata-kata “Menimbang…dan 
seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini 
Hakim akan memperimbangkan dalil gugatan, 
bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta 
dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada.32
5. Tentang amar putusan.
 Amar putusan adalah isi dari putusan itu sediri 
yang merupakan jawaban petitum dalam surat 
gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam 
amar putusan dimuat suatu pernyataan hukum, 
penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan 
hukum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan 
hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman 
berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. 
Amar putusan haruslah memperhatikan:
a. Harus bersifat secara tegas dan lugas.
b. Terperinci dan jelas maksudnya.
c. Memperhatikan sifat putusan yang akan 
dijatuhkan, apakah bersifat konstitutif, 
deklatoir atau condemnatoir.
d. Ditulis secara ringkas, padat dan terang 
maksudnya dan terhadap amar itu tidak 
perlu lagi ada interprestasi atau penafsiran.33
 Adapun amar putusan perkara nomor: 142/
Pdt.G/2013/PA.Crpadalah sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Menetapkan harta bersama antara Pemohon 
(…………) dengan Termohon (…………) 
sebagai berikut;
1) Satu buah rumah permanen berukuran 
6X12 m =72 m2 di atas tanah seluas 
15X25 m = 375 m2 terletak di .. Kabupaten 
Rejang Lebong yang dibeli tahun 2006 
dengan batas-batas sebagai berikut;
a) Sebelah Barat berbatas dengan 
rumah Darmaji;
b) Sebelah Timur berbatas dengan 
tanah Samad;
c) Sebelah Utara berbatas dengan jalan 
raya;
31 Abdul Manan, Penerapan Hukum,.., h. 174 
32 Abdul Manan, Penerapan Hukum,.., h. 175
33 Abdul Manan, Penerapan Hukum,.., h. 175
d) Sebelah Selatan berbatas dengan 
kebun Sukardi;
2) Satu bidang kebun Kopi seluas 
seperempat hektar yang teletak di 
…….., Kabupaten Rejang Lebong;
3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea 
Grend tahun 1997;
4) Isi rumah berupa:
a) 1 unit telivisi merk Toshiba 21 “ 
dibeli tahun 2003;
b) 1 buah almari pakaian satu pintu;
c) 1 buah bopet;
d) 2 set kursi tamu;
e) 1 unit VCD merk Kawaci;
f) 1 buah parabola dan reciver merk 
Vinus;
g) 1 buah sepeda dayung anak;
h) 1 buah kompor gas satu tungku;
i) 1 buah tabung gas kecil;
j) 1 buah magic com;
c. Memberi izin kepada Pemohon (……..) 
untuk menikah lagi dengan seorang 
perempuan bernama (…………..);
d. Membebankan kepada Pemohon untuk 
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu 
rupiah );
 Adapun amar putusan perkara nomor: 542/
Pdt.G/2013/PA.Crpadalah sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon 
(EA) untuk menikah lagi (poligami) dengan 
seorang perempuan bernama SS binti 
Yuhanis sebagai isteri kedua Pemohon;
c. Membebankan kepada Pemohon untuk 
mem bayar biaya perkara ini sebesar 
Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu 
ribu rupiah);
6. Bagian penutup.
 Bagian penutup memuat tentang, hari dan 
tanggal putusan, nama Hakim yang mengadili, 
serta ditandatangani oleh Hakim serta Panitera 
sidang, khusus bagian Ketua Majelis harus 
disertai dengan materai. 
  Selanjutnya apabila kita cermati secara 
umum putusan perkara nomor:142/Pdt.G/2013/
PA.Crp dan perkara nomor: 542/Pdt.G/2013/
PA.Crp perkara tersebut telah memenuhi 
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ketentuan tentang susunan isi putusan yang 
telah disebutkan diatas baik kepala putusan, 
identitas para pihak, tentang duduk perkara 
dan kejadiannya, pertimbangan hukum, amar 
putusan dan bagian penutup.
Majelis Hakim Pengadilan Agama haruslah 
memiliki cara pandang dan kemampuan yang luas 
dalam menyikapi dan mempertimbangkan sebuah 
perkara. Sebab dengan memiliki cara pandang 
dan kemampuan yang luas akan dapat membantu 
hakim dalam mengambil dan menetapkan sebuah 
keputusan yang sesuai dengan syari’at maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam fiqih Islam, ada dua pandangan yang 
dapat dipergunakan oleh hakim dalam mengatasi 
suatu perkara. Pertama adalah pandangan per-
adilan (qadla’i) dan kedua adalah pandangan 
hakikat (dayyani). Pandangan peradilan adalah 
cara pandang majelis hakim terhadap suatu perkara 
yang didasarkan pada tata peraturan peradilan atau 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 
pandangan hakikat adalah cara pandangan majelis 
hakim terhadap suatu perkara yang didasarkan 
pada keadaan atau kenyataan yang terjadi.34 
Kedua cara pandang tersebut merupakan satu 
kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya 
mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan 
Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara 
Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp, maka dapat di-
ketahui bahwa terjadi ketidak sinambungan antara 
landasan hukum dasar dengan sebab perkara. 
Dalam pertimbangan majelis hakim itu disebutkan 
bahwa alasan permohonan dan ketentuan 
permohonan untuk beristeri lebih dari seorang 
dari pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 
5 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi 
Hukum Islam.
Padahal jika ditelaah, permohonan izin 
poligami dari Pemohon hanya memiliki kesesuaian 
secara ketentuan umum dari permohonan izin 
poligami yang menyangkut tempat pendaftaran 
dan berkas-berkas yang harus dibawa dalam 
pendaftaran seperti diatur dalam Pasal 3 dan 5 
UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55, 56, dan 58 
34 Wahbah az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam 
Studi Banding dengan Hukum Positif, terj. Said Agil Hussain 
al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli Nazhariyah 
al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadh’i, 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 54
Kompilasi Hukum Islam; sedangkan ketentuan 
keadaan isteri yang memungkinkan kebolehan 
suami mengaju kan izin poligami tidak memiliki 
keterkaitan dengan ketentuan yang telah diatur 
dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 
57 Kompilasi Hukum Islam.
Keadaan isteri yang dapat menyebabkan ke-
bolehan seorang suami mengajukan per mohonan 
izin beristeri lebih dari seorang (poligami) yang 
terkandung dalam kedua sumber hukum di 
atas meliputi keadaan isteri yang tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, 
keadaan isteri yang memiliki penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan dan dikhawatirkan dapat 
menghambat tujuan perkawinan, dan keadaan 
isteri yang tidak dapat memberikan keturunan.35 
Dengan demikian, maka sebenarnya alasan yang 
dikemukakan oleh Pemohon tidak ada yang 
memenuhi kriteria keadaan isteri yang dapat 
menyebabkan seorang suami boleh mengajukan 
permohonan izin poligami. Namun anehnya, Majelis 
Hakim menyandarkan alasan pemohon kepada 
sumber hukum yang berkaitan dengan ketentuan 
syarat keadaan isteri yang dapat membolehkan 
suami memohon izin beristeri lebih dari seorang, 
khususnya Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 
57 KHI. 
Padahal jika ditelaah, Majelis Hakim telah 
melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan 
memeriksa alasan yang dijadikan dasar per-
mohonan izin Pemohon untuk beristeri lebih 
dari seorang. Dari pemeriksaan tersebut diketahui 
bahwasanya alasan yang dijadikan dasar pada 
Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.CrpCrpadalah Pemohon 
dengan calon istri kedua Pemohon sudah menjalin 
hubungan lebih kurang 2 tahun bahkan sudah 
sampai kepada hubungan biologis sehingga calon 
istri kedua Pemohon tersebut sudah hamil 2 bulan 
dan Pemohon berjanji untuk menikahinya. 
Alasan yang dijadikan dasar pada Perkara 
Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp adalah Pemohon 
hendak menikah lagi (Poligami) dengan calon 
istri ke dua tersebut adalah karena sebelumnya 
Pemohon sudah berjanji akan menikahi calon 
istri kedua. 
35 Terkait dengan syarat-syarat sebab isteri yang dapat me-
nyebabkan kebolehan poligami dapat dilihat lebih lanjut dalam 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Jo 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.
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Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim 
untuk memberikan izin kepada Pemohon 
untuk melakukan poligami dengan calon isteri 
kedua nya tidak lain karena hamil 2 bulan dan 
Pemohon berjanji untuk menikahinya. Oleh 
sebab itu, menurut penulis, keputusan Majelis 
Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan atau 
menghilangkan mudharat akibat hubungan yang 
sudah terlalu jauh yang terjalin antara Pemohon 
dengan calon isteri kedua.
Meski didasari dengan tujuan untuk men-
cegah dan atau menghilangkan mudharat, tidak 
seharusnya Majelis Hakim lantas mencari pem-
benaran dengan memaksakan alasan Pemohon 
yang disesuaikan dengan alasan yang termaktub 
dalam hukum perundang-undangan yang 
berlaku.
Sebab dengan pemaksaan tersebut, secara 
tidak langsung Majelis Hakim telah melakukan 
pengebirian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dapat mengarah 
kepada pembohongan publik dengan menetapkan 
sebuah keputusan yang tidak memiliki dasar 
hukum yang sesuai dengan perkara yang di-
sidangkan.
Menurut hemat penulis, sebaiknya Majelis Hakim 
menggunakan dasar hukum pertimbangan lain 
yang sesuai dengan keadaan perkara yang sedang 
disidangkan. Hal ini juga tidak me nyalahi aturan 
karena terdapat alasan yang dijadikan penguat 
untuk mengambil dasar hukum pertimbangan di 
luar hukum peraturan perundangan yang telah 
ada. Bahkan sebaliknya, dasar pertimbangan yang 
tidak sesuai dengan koridor perkara malah men-
jadikan sebuah putusan mengandung sifat dan 
substansi yang kontra. Satu sisi duduk perkara 
secara realitas dapat dipertimbangkan sebagai 
alasan untuk mengeluarkan hukum baru, namun 
di sisi lain dasar pertimbangan hukum yang tidak 
sesuai dengan duduk perkara akan menjadi titik 
lemah dari keputusan yang ditetapkan oleh Majelis 
Hakim.
Kelemahan dari keputusan yang tidak di-
dasari oleh pertimbangan hukum yang sesuai 
dengan duduk perkara adalah dapat digugat 
dalam upaya banding terkait dengan sumber 
pertimbangan hukum. Apabila hal ini terjadi, 
maka Putusan Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2013/
PA.Crp dan Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2013/
PA.Crp akan lemah manakala diajukan banding 
karena landasan hukum yang dijadikan dasar 
pertimbangan karena tidak sesuai dengan duduk 
perkara. Hal ini disebabkan adanya keharusan 
kesesuaian antara landasan hukum pertimbangan 
dengan duduk perkara.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat di-
ketahui bahwa pertimbangan hukum yang 
digunakan sebagai dasar pertimbangan pe-
ngambilan ke putusan terhadap permohonan 
izin poligami kurang relevan dengan duduk 
perkara.
Putusan Majelis Hakim putusan Nomor: 142/
Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara Nomor: 542/
Pdt.G/2013/PA.Crp tentang permohonan ijin 
poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan 
umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-
alasan mendasar pengajuan permohonan 
poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini namun 
syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi 
oleh Pemohon. Menurut ketentuan apabila 
hakim murni berpedoman pada ketentuan yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan 
tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak 
terpenuhi namun dengan dua pertimbangan 
diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan 
putusan berupa mengabulkan ijin poligami 
dimana Pemohon dapat menikah lagi dengan 
Calon Istrinya.
Secara hukum, dasar pertimbangan tersebut 
memang merupakan pertimbangan dasar terkait 
dengan permasalahan poligami. Akan tetapi 
secara substansi keterkaitan dengan perkara, 
dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat 
dijadikan sebagai landasan hukum karena 
tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam 
mengajukan permohonan izin poligami yang 
disebabkan karena adanya perjanjian untuk 
menikahi calon isteri kedua. Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum 
yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan 
putusan Nomor: 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan 
Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp adalah 
lemah karena tidak sesuai dengan alasan 
Pemohon dalam mengajukan permohonan izin 
poligami. 
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Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara hukum Islam, keputusan perkara nomor 
142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara nomor 
542/Pdt.G/2013/PA Crp yang ditetapkan oleh 
Majelis Hakim boleh diizinkan karena memiliki 
kesesuaian dengan konteks ijtihad dan kaidah 
hukum Islam. Dengan alasan bahwa dalam 
berijtihad, seorang mujtahid tetap mendapatkan 
pahala meskipun kemudian diketahui proses 
atau hasilnya kurang tepat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 
permohonan izin poligami tersebut dan 
kekuatan hukumnya yaitu:
a. Pertimbangan hakim:
1) Putusan Majelis Hakim putusan Nomor: 
142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan Perkara 
Nomor: 542/Pdt.G/2013/PA.Crp tentang 
permohonan izin poligami sebenarnya 
adalah untuk kemaslahatan umat 
dan menghindari kemudharatan, jika 
permohonan tersebut tidak diizinkan akan 
terdapat kemudharatan yang lebih besar 
karena alasan calon isteri kedua sudah 
hamil oleh pemohon dan sudah adanya 
perjanjian untuk menikahi calon isteri 
kedua.
2) Pada perkara tersebut syarat-syarat 
komulatif nya terpenuhi 
3) Tidak adanya halangan perkawinan 
secara syar’i;
b. kekuatan hukumnya:
1) Kekuatan hukum izin poligami terhadap 
suami yang tidak sesuai ketentuan 
hukum positif pada perkara ini 
lemah. Alasan-alasan untuk pengajuan 
permohonan poligami tidak terpenuhi 
dalam kasus ini namun syarat-syarat 
mengajukan poligami dapat dipenuhi 
oleh Pemohon.
2) Hasil keputusan yang ditetapkan oleh 
Majelis Hakim merupakan bentuk 
mengisi kekosongan hukum. Namun, 
pertimbangan hakim yang digunakan 
oleh Hakim dalam memutuskan perkara 
nomor 142/Pdt.G/2013/PA Crp dan perkara 
nomor 542/Pdt.G/2013/PA Crp lemah 
karena tidak sesuai dengan alasan-alasan 
kebolehan poligami yang diatur dalam 
peraturan Perundang-undangan. Sebab 
tidak ada aturan kebolehan poligami 
karena alasan calon isteri kedua sudah 
hamil oleh pemohon dan sudah adanya 
perjanjian untuk menikahi calon isteri 
kedua.
3) Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Curup melakukan penerobosan 
hukum (contra legem), karena Majelis 
Hakim tersebut tidak menerapkan Pasal 
4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 
tahun 1974 dalam pemeriksaan perkara 
tersebut.
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